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LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH BUTON
SELATAN

Nama : Ruslan Tarfin

Nim : A042222013

Program Studi: Manajemen Keuangan Daerah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Hasanuddin

A. Identitas Responden
Isilah pertanyaan berikut dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi

sebenarnya. Berilah tanda centang () pada salah satu jawaban yang menurut

anda benar.

Nama

Usia : O 20-30 Tahun (O 31-40 Tahun O > 40 Tahun
Jenis Kelamin : O Laki-laki QO Perempuan

Jabatan . O Kepala OPD O Sekretaris O Lainnya

B. Pernyataan
Isilah pertanyaan berikut dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi

sebenarnya. Berilah tanda centang () pada salah satu jawaban yang menurut

anda benar

Keterangan

1. Sangat Setuju (SS) : bobot 5
2. Setuju (S) : bobot 4
3. Ragu-Ragu/Netral (N) : bobot 3
4. Tidak Setuju (TS) : bobot 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) : bobot 1

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

No | Pernyataan SS | S N | TS | STS

1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI
telah menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam
pengelolaan keuangan pemerintah?
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Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI
telah dilakukan dengan mengoptimalkan waktu dan
sumber daya yang tersedia?

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI
telah mencakup semua area penting dalam
pengelolaan keuangan pemerintah?

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI
telah dilakukan dengan adil dan merata terhadap
semua entitas atau instansi pemerintah yang
diperiksa?

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI
telah memberikan respon yang cepat terhadap
temuan atau rekomendasi yang diajukan?

Sistem Pengendalian Internal

Pernyataan

SS

TS

STS

Sistem pengendalian internal lembaga
pemerintahan secara memadai memastikan
keandalan informasi keuangan terkait dengan tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Sistem pengendalian internal secara efektif
memastikan kepatuhan lembaga tempat anda
berkerja tersebut terhadap hukum dan peraturan
yang berlaku terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI.

Lembaga tempat anda bekerja secara konsisten
mengadopsi kebijakan dan prosedur yang relevan
untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI.

Sistem pengendalian internal lembaga
pemerintahan secara efektif mengoptimalkan
operasi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK RI.

Lembaga pemerintahan secara efisien
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
RI dengan baik.

Pengawasan Legislatif

Pernyataan

SS

TS

STS

Lembaga legislatif secara aktif mengawasi
implementasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
RI.

Lembaga legislatif memiliki mekanisme yang efektif
untuk memastikan akuntabilitas dalam tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK RI.

Lembaga legislatif secara konsisten mengeluarkan
rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK RI.

Lembaga legislatif secara proaktif menindaklanjuti
penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
RI.
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5 Lembaga legislatif memiliki sistem evaluasi yang
efisien untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK RI.

Akses Informasi Publik

No | Pernyataan SS|S |[N |TS | STS

1 Informasi publik terkait penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK RI dapat diakses dengan
mudabh oleh publik.

2 Tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik terkait
informasi penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI.

3 Akses informasi publik terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI memberikan kepuasan
kepada publik dalam meningkatkan tingkat
penyelesaian.

4 Publik memberikan tekanan dalam meningkatnya
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
RI.

5 Akses informasi publik terkait tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI mendorong partisipasi aktif
publik dalam memberikan masukan atau
tanggapan.

Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah

No | Pernyataan SS | S N | TS | STS

1 Aparat pengawas internal pemerintah melakukan
audit secara efektif terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI.

2 Aparat pengawas internal pemerintah melakukan
reviu yang komprehensif terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI.

3 Aparat pengawas internal pemerintah melakukan
evaluasi yang akurat terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI.

4 Aparat pengawas internal pemerintah melakukan
pemantauan yang teratur terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK RI.

5 Aparat pengawas internal pemerintah
melaksanakan pengawasan lainnya yang efektif
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

LAMPIRAN 2
Tabulasi Data
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Total X1

4 4 4 4 5 21
4 5 5 4 4 22
5 5 5 5 5 25
4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 21
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LAMPIRAN 3
Hasil Olah Data SPSS

Descriptive Statistics

102

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
TOTAL SISTEM 105 13 12 25 21,20 0,257 2,633 6,931 -0,618 0,236 0,443 0,467
PENGENDALIAN INTERNAL
TOTAL PENGAWASAN 105 8 17 25 21,82 0,208 2,118 4477 -0,105 0,236 -0,853 0,467
LEGISLATIF
TOTAL AKSES INFORMASI 105 13 12 25 2045 0271 2,777 7,711 -0,253 0,236 -0,261 0,467
PUBLIK
TOTAL KAPABILITAS APARAT 105 9 16 25 21,37 0,220 2,254 5,082 -0,311 0,236 -0,591 0,467
PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH
TOTAL PENYELESAIAN TINDAK 105 8 17 25 21,84 0,224 2,300 5,201 -0,305 0,236 -0,768 0,467
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Valid N (listwise) 105
Correlations
SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM TOTAL SISTEM
PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN
INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL

SISTEM PENGENDALIAN Pearson Correlation 1 590" 568" 434" 595" 847"
INTERNAL 5 =

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 106 105
SISTEM PENGENDALIAN Pearson Correlation 590" 1 606" 389" 3957 772"
INTERNAL 5 =

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
SISTEM PENGENDALIAN Pearson Correlation 568" 606" 1 343" 3517 738"
REAL Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
SISTEM PENGENDALIAN Pearson Correlation 434”7 389" 343" 1 574" 7127
INTERNAL 5 =

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
SISTEM PENGENDALIAN Pearson Correlation 595" 395" 3517 574" 1 753"
LERAL Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
TOTAL SISTEM Pearson Correlation 847" 772" 738" 712" 753" 1
PAMESUDAINIREIS e ey 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
**. Correlation is significant atthe 0.01 level (2-tailed).

Correlations
TOTAL
PENGAWASAN ~ PENGAWASAN  PENGAWASAN = PENGAWASAN  PENGAWASAN = PENGAWASAN
LEGISLATIF LEGISLATIF LEGISLATIF LEGISLATIF LEGISLATIF LEGISLATIF

PENGAWASAN LEGISLATIF  Pearson Correlation 1 424" 4537 330”7 488" 711"

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
PENGAWASAN LEGISLATIF  Pearson Correlation 424" 1 548" 429" 258" 698"

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000

N 105 108 105 105 105 105
PENGAWASAN LEGISLATIF Pearson Correlation 4537 5497 1 809" 468" 8317

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
PENGAWASAN LEGISLATIF  Pearson Correlation 330" 429" 609" 1 442" 764"

Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
PENGAWASAN LEGISLATIF Pearson Correlation 488" 258" 468" 442" 1 721"

Sig. (2-tailed) 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105
TOTAL PENGAWASAN Pearson Correlation 7117 698~ 831" 764" 7217 1
LE=ELar Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 105 105 105 105 105 105

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations
AKSES AKSES AKSES AKSES TOTAL AKSES
INFORMASI INFORMASI INFORMASI INFORMASI INFORMASI INFORMASI
PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK PUBLIK
AKSES INFORMASI PUBLIK Pearson Correlation 1 581" 698" 548" 598" 872"
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
AKSES INFORMASI PUBLIK Pearson Correlation 581" 1 669" 422" 576 808"
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
AKSES INFORMASI PUBLIK Pearson Correlation 698" 669" 1 239" 378" 741"
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000
N 105 105 105 105 1085 105
AKSES INFORMASI PUBLIK Pearson Correlation 546" 4227 239" 1 704" 7377
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
AKSES INFORMASI PUBLIK Pearson Correlation 508" 576" 378" 704" 1 817"
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
TOTAL AKSES INFORMASI Pearson Correlation 872" 808" 741" 737" 817" 1
UL Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 |level (2-tailed).
Correlations
TOTAL
KAPABILITAS KAPABILITAS KAPABILITAS KAPABILITAS KAPABILITAS KAPABILITAS
APARAT APARAT APARAT APARAT APARAT APARAT
PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN
INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL INTERNAL
PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH
KAPABILITAS APARAT Pearson Correlation 1 814" 375 0,016 0,050 688"
PENGAWASAN INTERNAL " =
PEMERINTAH Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0872 0614 0,000
N 105 105 105 105 105 105
KAPABILITAS APARAT Pearson Correlation 614" 1 603" 0,013 0,118 805"
PENGAWASAN INTERNAL n ;
PEMERINTAH Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,896 0,229 0,000
N 1058 105 105 105 105 105
KAPABILITAS APARAT Pearson Correlation 375" 603" 1 -0,021 0,144 7317
PENGAWASAN INTERNAL 5 7
PEMERINTAH Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,834 0,143 0,000
N 105 105 105 105 105 105
KAPABILITAS APARAT Pearson Correlation 0,016 0,013 -0,021 1 445" 373"
PENGAWASAN INTERNAL n .
PEMERINTAH Sig. (2-tailed) 0,872 0,896 0,834 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
KAPABILITAS APARAT Pearson Correlation 0,050 0,118 0,144 445" 1 498"
PENGAWASAN INTERNAL g T
PEMERINTAH Sig. (2-tailed) 0614 0,229 0,143 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
TOTAL KAPABILITAS APARAT  Pearson Correlation 688" 805" 7317 3737 498" 1
PENGAWASAN INTERNAL S 7
PEMERINTAH Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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TOTAL
PENYELESAIAN ~ PENYELESAIAN ~ PENYELESAIAN ~ PENYELESAIAN ~ PENYELESAIAN  PENYELESAIAN
TINDAK LANJUT ~ TINDAK LANJUT = TINDAK LANJUT =~ TINDAK LANJUT = TINDAK LANJUT = TINDAK LANJUT
HASIL HASIL HASIL HASIL HASIL HASIL
PEMERIKSAAN  PEMERIKSAAN  PEMERIKSAAN  PEMERIKSAAN  PEMERIKSAAN  PEMERIKSAAN
PENYELESAIAN TINDAK Pearson Correlation 1 297" 260" 385" 806" 815"
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN g5 i o 0,002 0,007 0,000 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
PENYELESAIAN TINDAK Pearson Correlation 297" 1 564" 432" 224 677"
EANUUTHASIEFEMERIKSARNE <o 7 tatet) 0,002 0,000 0,000 0,022 0,000
N 105 105 105 105 105 105
PENYELESAIAN TINDAK Pearson Correlation 260" 564" 1 218 0,149 .600”
R S (Co0) 0,007 0,000 0,025 0128 0,000
N 105 105 105 105 105 105
PENYELESAIAN TINDAK Pearson Correlation 385" 432" 218 1 378" 664"
LEDULTE GBI REMERISSABNS o e (- tatens) 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
PENYELESAIAN TINDAK Pearson Correlation 806" 224" 0,149 378" 1 762"
LANIUTHASHL. PEMERISAAN. o it 0,000 0,022 0128 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
TOTAL PENYELESAIAN Pearson Correlation 815" 877" 600" 664" 762" 1
TINDAK LANJUT HASIL -
Sl Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 105 105 105 105 105 105
**_ Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 105 100,0
Excluded® 0 0,0
Total 105 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of ltems
0,826 5
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 105 100,0
Excluded® 0 0,0
Total 105 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems

0,801 5




Case Processing Summary

N %
Cases Valid 105 100,0
Excluded? 0 0,0
Total 105 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems
0,854 5

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 105 100,0
Excluded® 0 0,0
Total 105 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems
0,629 5

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 105 100,0
Excluded?® 0 0,0
Total 105 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems
0,748 5

105



106

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: TOTAL PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
1.0

Regression Studentized Residual

Expected Cum Prob
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Scatterplot
Dependent Variable: TOTAL PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
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Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Emor Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 5,859 2,459 2,383 0,019
TOTAL SISTEM 0,109 0,084 0,125 2,092 0,039 0,528 1,894
PENGENDALIAN INTERNAL
TOTAL PENGAWASAN 0,564 0,086 0,519 6,574 0,000 0,788 1,269
LEGISLATIF
TOTAL AKSES INFORMASI| 0,152 0,068 0,183 2,231 0,028 0,728 1,373
PUBLIK
TOTAL KAPABILITAS 0,209 0,093 0,205 2,241 0,027 0,590 1,695
APARAT PENGAWASAN

INTERNAL PEMERINTAH

a. Dependent Variable: TOTAL PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Coefficients®

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 5,859 2,459 2,383 0,019
TOTAL SISTEM 0,109 0,084 0,125 2,092 0,039
PENGENDALIAN INTERNAL
TOTAL PENGAWASAN 0,564 0,086 0,519 6,574 0,000
LEGISLATIF
TOTAL AKSES INFORMASI 0,152 0,068 0,183 2,231 0,028
PUBLIK
TOTAL KAPABILITAS APARAT 0,209 0,093 0,205 2,241 0,027
PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH

a. Dependent Variable: TOTAL PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Model Summary®
Std. Error of the
Model R R Square Adjusted R Square Estimate
1 713° 0,508 0,489 1,645

a. Predictors: (Constant), TOTAL KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH,
TOTAL AKSES INFORMASI PUBLIK, TOTAL PENGAWASAN LEGISLATIF, TOTAL SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL

b. Dependent Variable: TOTAL PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN



